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PuTusAN
Nomor 2888/Pdt.G/2022/PA.Krw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas

perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Nik; 3212105504000002, Tempat & Tanggal Lahir ,
Indramayu, 15-04-2000, umur 22 tahun, Agama
Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, bertempat tinggal semula di Kabupaten
Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
ZAENAL M LAIYAN, SH. MH., Advokat / Penasehat
hukum pada Kantor Hukum ZAENAL M LAIYAN &
PARTNERS, beralamat kantor di JIn. Buer Wetan,
RT.005, RW.001, Desa Pancakarya, Kecamatan
Tempuran, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut

sebagai Penggugat;
melawan
TERGUGAT, NIK : 3215231509860004, Tempat & Tanggal Lahir,

Karawang, 15-09-1986, umur 36 tahun, agama
Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak bekerja,
bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, selanjutnya
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Agustus 2022
telah mengajukan  Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2788/Pdt.G/2022/PA.Krw,
tanggal 10 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 17 April 2017, dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran, Kabupaten
Karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
0153/017/1V/2017 tanggal 17 April 2017. ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sesuai dengan alamat
Penggugat tersebut diatas, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan
Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun

hingga saat ini belum dikaaruniai keturunan. ;

3. Bahwa sejak awal bulan Juli 2017, kondisi rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sudah dirasa tidak harmonis oleh Penggugat karena
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat
kurang memberikan nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat yaitu
Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dalam seminggu, karena Tergugat
bekerja serabutan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
Penggugat selalu meminta kekurangan kepada orangtua Pengugat. ;

4, Bahwa di tahun 2017 dan tahun 2019 untuk memperbaiki
perekonomian dengan izin Tergugat Penggugat pergi menjadi TKW ke
negara Malaysia, namun setiap kepulangan Penggugat dari luar negeri
Tergugat tetap tidak ada kemauan untuk memperbaiki ekonomi dan tidak
mempunyai pekerjaan tetap sehingga faktor ekonomi menjadi pemicu
utama pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. ;

5. Bahwa Puncaknya pada awal Juli 2022, disaat Penggugat sudah
tinggal bareng dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat meminta
uang kepada Tergugat, namun Tergugat malah marah-marah dengan
mengeluarkankata-kata kasar terhadap Penggugat, sehingga perselisihan
tidak dapat dihindari dan akhir dari perselisihan tersebut antara Penggugat
dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi pulang
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kerumah oran tuanya sesuai dengan alamat Tergugat tersebut diatas,
sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai
dengan alamat Penggugat tersebut diatas. ;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat yang sudah tidak mempunyai sikap
seorang suami yang baik dan yang di harapkan oleh Penggugat juga sudah
jauh dari tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah,
mawardah dan warahmah, oleh karenanya Penggugat berpendapat bahwa
Penggugat sudah tidak perlu lagi meneruskan berumah tangga dengan
Tergugat sehingga satu-satunya jalan keluar dan terbaik adalah dengan
Perceraian;
7. Bahwa, terhadap kemelut rumah tangga ini, Penggugat telah
berupaya menyelesaikan dengan keluargaan namun tidak membawa hasil
yang diharapkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dimana Penggugat
sudah merasakan rumahtangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan dan
Penggugat sudah berusaha menjadi istri yang bertanggung jawab, akan
tetapi itu semuanya sudah tidak berarti lagi sehingga Penggugat memohon
Kepada ketua Pengadilan Agama Karawang Cg.Yang Mulia Majelis Hakim,
mengabulkan gugatan Penggugat dengan Amar sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; (PENGGUGAT);

2. Menjatuhkan talak Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat

(PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.
Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan

yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi
kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat
tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat
panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:
1. Surat:
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0153/017/1V/2017 tanggal 17 April 2017
yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.);
2. Saksi:
1. Saksi 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian
lepas, bertempat tinggal di Karawang .Saksi dibawah sumpah telah
memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam
hubungan selaku kakak sepupu Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka
menikah pada tanggal 17 April 2017 di KUA Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Karawang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2017 mulai kelihatan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat;
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- Bahwa vyang saksi tahu mereka bertengkar karena
permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang
suami kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya
nafkah untuk keluarga sehingga pada tahun 2017 dan 2018 atas
persetujuan Tergugat, Penggugat menjadi TKW di Malaysia, namun
setelah Penggugat pulang, Tergugat tetap tidak ada kemauan untyuk
memperbaiki ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Juli 2022 dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena
Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;
2. Saksi 2, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, ,
bertempat tinggal di Karawang, Saksi dibawah sumpah telah

memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam
hubungan selaku tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, mereka
menikah pada tanggal 17 April 2017 di KUA Kecamatan Tempuran,
Kabupaten Karawang;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
awalnya rukun, namun sejak bulan Juli 2017 mulai kelihatan tidak
harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat;
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- Bahwa vyang saksi tahu mereka bertengkar karena
permasalahan ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang
suami kurang bertanggung jawab dalam memberikan biaya
nafkah untuk keluarga sehingga pada tahun 2017 dan 2018 atas
persetujuan Tergugat, Penggugat menjadi TKW di Malaysia, namun
setelah Penggugat pulang, Tergugat tetap tidak ada kemauan untyuk
memperbaiki ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan
Juli 2022 dan Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat
tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat karena
Tergugat sudah tidak bertanggungjawab;
- Bahwa sudah musyawarah kedua keluarga Penggugat dan
Tergugat tetapi tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan
Tergugat;
Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana
tertuang dalam berita acara sidang;
Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah
memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil
gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara
Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya,
meskipun menurut berita acara pangilan Tergugat telah dipanggil dengan sah,
dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
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Mediasi Di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan
telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat
tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan
Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana
terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di
persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang
sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa
hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara
verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II,
halaman 149, yang artinya berbunyi “Apabila Tergugat berhalangan hadir
karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan

tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i di atas diambil alih oleh
Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR. vyaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara
perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat

wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat,
tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P juga telah

mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P tersebut, Majelis berpendapat

bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karenaya
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bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,

sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka terbukti antara
Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh
karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan Persona Standi in Yudicio dan
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai
perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya Penggugat dengan
Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus
dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan
para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta

hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan

yang sabh;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran sejak bulan Juli 2017 yang disebabkan permasalahan
ekonomi, dimana Tergugat sebagai seorang suami kurang
bertanggung jawab dalam memberikan biaya nafkah untuk
keluarga;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2022,
karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
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4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di
atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk

penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken

marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah
tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria.
Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua
percekcokan itu tidgak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara
berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu
terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah
memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan
kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara
Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan yang
terus menerus disebabkan permasalahan ekonomi, dimana Tergugat
sebagai seorang suami kurang bertanggung jawab dalam
memberikan biaya nafkah untuk keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisinan tidak dapat
diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar bulan Juli 2022 dan
sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya
suami istri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam:
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1. Al Hadis yang tertuang dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il hal. 405 yang
berbunyi :

Ay praluall o585 o oS> Gl o5 e
aJ 3>V pllo 949 iy

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian

tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya"

2. Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram
yang berbunyi :

ol lgale 3l Lzg3) azg 3l as ) suabl I3]

“Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,
disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat
dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken
marriage) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun
2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237
K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu “Cekcok, hidup
berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak
berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta
yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
19747

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantarannya menciptakan
kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan
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pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan
perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan
rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru
akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi
kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari
sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan 2 (dua) kaedah
figh yang artinya “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin” dan
"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari
kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup
alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan
alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan
terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat
sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah
memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.
Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (b)
dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
50 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada

Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
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1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3.  Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang
hingga saat ini sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu
rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 03 Shafar 1444 Hijriyah, oleh kami Muhammad Siddik,
S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Drs. H.
A. Syuyuti, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Abdul
Ghaffar Mubtady, SHI., M.M. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya

Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Dr. H. Rokhmadi, M.Hum. Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Panitera Pengganti,
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Abdul Ghaffar Mubtady, SHI., M.M.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran ‘Rp 30.000,00
2. Proses ‘Rp 60.000,00
3. Panggilan :Rp 240.000,00
4. PNBP Panggilan  : Rp 20.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
:Rp 10.000,00

Jumlah :Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)
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